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KATA PENGANTAR 

 

 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Kecamatan 

Karawaci telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Tahun 2022, sebagai tindak lanjut  pelaksanaan Rencana Strategis 

(Renstra) Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Tahun 2019-2023. LKIP 

dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban berfokus kepada kinerja dan secara terpadu 

mempertanggungjawabkan keberhasilan, maupun kegagalan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi serta misi Kecamatan. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah 

merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas dan 

Kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang 

telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah 

dilimpahkan (didelegasikan) oleh Walikota Tangerang kepada Camat dan 

tugas serta fungsi Kecamatan sebagai lembaga teknis kewilayahan unsur 

pendukung pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik 

dan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, 

diantaranya mensukseskan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran, 

serta strategi program prioritas Pemerintah Kota Tangerang dalam 

melaksanakan tugas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 

di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian pemantapan 

pembangunan Kelurahan, peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya 

saing dan program lainnya yang diaplikasikan ke dalam Visi, Misi dan 

Program kegiatan Pemerintah Kota Tangerang. 

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum 

sempurna, sehingga saran pendapat yang bersifat membangun dari 

semua pihak sangat diharapkan. 
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Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah mambantu dalam proses penyusunan laporan ini, Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan taufik,  hidayah dan inayah-Nya kepada kita 

semua. Amin. 

 
CAMAT KARAWACI  

 
 
 
 
 

MAHDIAR,  S.STP 

Pembina/IV.b 

NIP: 198202202000121001 
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IKHTISAR  EKSEKUTIF 
 

Executive  summary  
 

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan 

Karawaci Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/  

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga 

bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya  

dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan 

untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Selain itu dalam rangka  

memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk 

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran 

berakhir. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang 

memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya,  

sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang 

telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Karawaci tahun 

2019-2023. 

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 Kecamatan Karawaci 

telah menyelesaikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka 

mencapai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja 

(Renja) SKPD tahun 2022. Perjanjian Kinerja tahun 2022 selanjutnya 

dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) SKPD 

Kecamatan Karawaci. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja 

ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari 

pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang 

memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi. 
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1.1  Latar  Belakang  

BAB I  

PENDAHULUAN  

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas, terukur,  dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah 

sebagai unsur penyelenggara negara untuk dapat mempertanggung- 

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya 

berdasarkan perencanaan strategi yang dirumuskan sebelumnya. 

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing- 

masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas 

yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Walikota selaku Kepala Daerah 

serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung- 

jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. 

Kecamatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang 

dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota. Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kota 

sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja 

tertentu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Kecamatan. 

Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta dalam rangka 
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perwujudan Good Governance dalam pengelolaan pemerintahan di 

Kecamatan Karawaci, maka di susun media pertanggungjawaban Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Karawaci Tahun 2022. 

Bahwa upaya pemantauan kinerja secara berkala saat ini telah dilakukan 

melalui penggunaan aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi untuk 

melakukan monitoring kinerja OPD setiap triwulan terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan yang merupakan implementasi pencapaian rencana 

aksi serta perjanjian kinerja OPD. 

 

1.1.1.  Dasar hukum  terbentuknya  organisasi  
 

Kota Tangerang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II  Kotamadya 

Tangerang. Selanjutnya Kecamatan Karawaci dibentuk atas dasar Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan 7 (tujuh)  Kecamatan, 

Kecamatan Karawaci terbagi menjadi 16 (enam belas) Kelurahan. 

Gambar 1.1 

 

Peta  Administrasi  Kecamatan  Karawaci  
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Kecamatan Karawaci yang terletak di Sebelah Barat Kota Tangerang 

berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara   : Kecamatan Neglasari 

2. Sebelah Selatan : Kecamatan Cibodas 

3. Sebelah Barat   : Kecamatan Jatiuwung 

4. Sebelah Timur : Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Tangerang 

Kecamatan Karawaci yang terletak pada kondisi geografis dengan 

ketinggian tanah 10-18 meter dari permukaan laut dan intensitas curah  

hujan 1.858,2 mm dengan suhu rata-rata mencapai 23,60C-34,20C. 

Sedangkan rincian luas wilayah setiap kelurahan adalah sebagai berikut:  

Tabel  1. 1  
Luas  Wilayah Kelurahan  se-Kecamatan Karawaci  

 

NO. KELURAHAN  
LUAS WILAYAH  

(Ha)  

1 2 3 

1 Bojong Jaya 157,56 

2 Bugel 96,31 

3 Cimone Jaya 89,97 

4 Cimone 109,56 

5 Gerendeng 84,22 

6 Karawaci Baru 69,18 

7 Karawaci 168,97 

8 Koang Jaya 46,31 

9 Margasari 126,92 

10 Nambo Jaya 78,36 

11 Nusa Jaya 128,47 

12 Pabuaran 93,97 

13 Pabuaran Tumpeng 79,22 

14 Pasar Baru 77,28 

15 Sukajadi 87,51 

16 Sumur Pacing 59,69 

JUMLAH  1.553,50  

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas yaitu luas wilayah kelurahan yang 

berada di Kecamatan Karawaci yang terdiri dari 16 kelurahan, total luas 

sebesar 1.553,50 Ha. 



4  

1.1.2  Tujuan  terbentuknya  organisasi  

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang No 19 Tahun 2018 

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Pasal 

5 Ayat 1 dimana Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan 

kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di 

bidang pelayanan publik dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Serta pada Pasal 5 Ayat 2 dikatakan bahwa urusan 

pemerintahan yang diselenggarakan dengan pelayanan dasar skala 

kecamatan terdiri dari:  

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; 

e. Sosial; 

f. Lingkungan Hidup; 

g. Kependudukan dan Catatan Sipil; 

h. Ketenagakerjaan; 

i. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana; 

j. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; 

k. Pemberdayaan Masyarakat; 

 
Hal ini memberikan kesempatan kepada Kecamatan Karawaci dalam 

menentukan program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat 

Kecamatan Karawaci. Otoritas yang telah diberikan Walikota Tangerang 

kepada Kecamatan memberikan peluang tumbuhnya kesejahteraan di 

masing-masing Kecamatan. 

Sedangkan tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi 

dari pernyataan misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan 
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dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan 

penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta  

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.  

Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Karawaci Tahun 2019-2023 

adalah sebagai berikut: 

 

Indikator  tujuannya adalah untuk mencapai Nilai indeks kepuasan 

masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil penilaian survey kepuasan 

masyarakat (SKM) pelayanan publik. Tujuan ini dapat dicapai melalui 

beberapa sasaran prioritas sebagai berikut:  

1. Meningkatnya tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang 

berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional untuk mendukung  

pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan indikator sasaran: 

a. Tingkat pelayanan administrasi perkantoran; 

b. Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 

c. Nilai hasil evaluasi SAKIP. 

2. Meningkatnya pelayanan umum kecamatan dan kelurahan. Dengan 

Indikator  sasaran: 

a. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan public. 

b. Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu;  

c. Tingkat Gangguan Keamanan dan Ketertiban. 

3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan. Dengan Indikator  

sasaran: 

a. Persentase kelurahan dengan kinerja pengelolaan pemerintahannya 

baik. 

b.  Persentase organisasi kemasyarakatan yang mandiri. 

Untuk itu pada periode tahun 2019-2023 mendatang, Kecamatan 

Karawaci menetapkan Target, Strategi dan Arah Kebijakan yang dituangkan 

dalam Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 di bawah ini  : 

Tujuan:  ñTerwujudnya tata kelola kecamatan yang baikò 



6  

 

 

Tabel 1.2  

Tujuan  dan  Sasaran  Jangka  Menengah  SKPD Kecamatan  Karawaci  
 

 
NO 

 
TUJUAN/SASARAN  

 
INDIKATOR  

SATUAN 
INDIKATOR  

KONDISI  
AWAL  
(2018)  

TARGET KONDISI  
AKHIR  
(2023)  2019  2020  2021  2022  2023  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Tujuan  1 : 
         

 
Terwujudnya tata kelola 
kecamatan yang baik 

         

  
Indeks kepuasan 

masyarakat (IKM) 
pelayanan publik 

 
% 

 
87,34 

 
87,34 

 
87,38 

 
87,42 

 
87,45 

 
87,49 

 
87,49 

 Sasaran 1.1 :          

 
Meningkatnya Pelayanan 

Umum Kecamatan dan 

kelurahan 

         

  Tingkat pelayanan 

PATEN kecamatan 
dan kelurahan tepat 
waktu 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
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Tabel  1.3  
Tujuan,  sasaran, strategi  dan kebijakan  

 

Visi  : Terwujudnya  Kota  Tangerang  yang  Sejahtera Berahlakul Karimah  dan Berdaya  Saing  
  

Misi  Ke-I  : Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan,  
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang  

Profesional  dan Berintegrirtas  

Tujuan  1 Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan  

Terwujudnya tata  

kelola kecamatan  
yang baik  

1 Meningkatnya 

Pelayanan Umum 
Kecamatan dan 
Kelurahan 

1.1 Memaksimalkan sumberdaya 

manusia yang ada untuk 
Pelayanan Kecamatan dan 
Kelurahan 

1.1.1 Optimalisasi Pelayanan dan Pebinaan 

Kecamatan dan Kelurahan dalam 
rangka terwujudnya pemerintah yang  
berkualitas 

1.2 Pelayanan yang didukung 

dengan Peralatan dan 
Perlengkapan yang memadai 

1.2.1 Penyediaan Kebutuhan pendukung 

guna mewujudkan tata kelola 
pemerintah yang baik 
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1.1.3  Aspek  strategis  organisasi  

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut  

untuk mencapai tujuan dan sasaran serta merespon isu strategis. Kebijakan 

adalah arah/ti ndakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai 

strategi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang 

telah ditetapkan maka dirumuskan kebijakan. 

Kecamatan Karawaci memiliki 16 Kelurahan terbanyak di Kota 

Tangerang. Lokasi Kecamatan Karawaci yang strategis dengan Pusat 

Pemerintah Kota Tangerang. Hal ini memberikan kesempatan kepada 

masyarakat Kecamatan Karawaci untuk menumbuhkan potensi wilayahnya 

dengan pengembangan di masing-masing Kelurahan. Pembentukan 

kampong-kampung wisata di Kecamatan Karawaci memberikan dampak 

positif bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya melakukan 

UMKM dan kerajinan-kerajinan yang diolah masyarakat wilayah tersebut. 

Kecamatan karawaci yang berbatasan langsung dengan Sungai Cisadane 

mendirikan Kampung Wisata Air di Kelurahan Karawaci. Yang merupakan 

destinasi wisata di Kecamatan Karawaci yang sedang dikembangkan. 

1.1.4  Permasalahan  utama  (strategic  issues)  yang  sedang  

dihadapi organisasi  

Adapun Permasalahan yang utama di Kecamatan Karawaci adalah 

sebagai berikut: 
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a) Sarana dan prasarana perkantoran dan sumber daya yang belum 

optimal misalnya Peralatan komputer yang kurang memadai dengan 

kebutuhan dan perkembangan terkini, Kurangnya sumberdaya yang 

mumpuni dalam bidangnya, dan Tingkat kedisiplinan pegawai yang 

belum optimal;  

b) Pelayanan publik belum maksimal misalnya Masih adanya SDM yang 

belum memahami tentan Aplikasi SIAK yang terbaru; 

c) Pemberdayaan masyarakat kelurahan belum optimal misalnya Sarana 

prasarana kewilayahan (jalan lingkungan dan drainase) yang sudah 

tidak memadai, Adanya Guru ngaji, Amil, Marbot dan Guru ngaji MDT 

yang belum mendapatkan stimulan, dan Pembinaan dan peningkatan 

Mutu UMKM di wilayah kecamatan yang belum optimal; 

d) Ketentraman dan ketertiban belum optimal misalnya Monitoring K3 di  

lingkungan kecamatan yang kurang optimal. Dan Adanya mobil 

operasional yang sudah tidak layak pakai. 

1.1.5  Potensi Organisasi  
 

Mengacu pada kondisi internal (kecamatan) dan eksternal (Kota 

Tangerang) maka potensi yang dapat dioptimalkan di Kecamatan Karawaci 

adalah sebagai berikut: 

a) Terbentuknya kampung-kampung tematik sejak tahun 2018 

meningkatkan derajat hidup masyarakat dan menumbuhkan periaku 

hidup bersih dan sehat di masyarakat. Kampung-kampung ini juga 

berpotensi sebagai kawasan wisata yang dapat menarik minat 

masyarakat Luar Tangerang. 

b) Akses dengan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang memberikan 

kesempatan pemasaran dan perluasan penjualan bagi produk lokal 

Kecamatan Karawaci; 

c) Banyaknya jumlah sekolah yang berdiri di Kecamatan Karawaci 

sehingga membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang 

layak (BPS, 2022); 
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d) Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Karawaci sehingga berpotensi 

mendatangkan investasi di Wilayah Kecamatan Karawaci (BPS, 2022);  

e) Jumlah gedung kantor kelurahan dan kecamatan yang memadai 

sehingga dapat diperuntukan oleh masyarakat Kecamatan Karawaci 

dalam proses perkumpulan di lingkungan masyarakat. 

f)  Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai sehingga dapat 

menjadikan sarana interaksi bagi masyarakat Kecamatan Karawaci 

untuk bersosiliasi dan berkegiatan. 

g) Adanya mandat yang diberikan pimpinan untuk melaksanakan Tupoksi; 

h) Adanya komitmen seluruh pegawai Kecamatan Karawaci untuk 

mewujudkan visi, misi dan melaksanakan tupoksi; 

i) Tersedianya sarana peralatan kerja yang cukup memadai; 

j)  Pendidikan pegawai PNS yang memadai di kantor kecamatan dan 

kelurahan sehingga dapat melayani masyarakat. 

1.2.  Kedudukan,  Tugas  Pokok,  dan  Fungsi  

1.2.1 Gambaran  Umum  

Kecamatan merupakan perangkat daerah kota sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu  

dan dipimpin oleh Camat yang di bentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 

82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. 

Berpijak pada Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Kecamatan di Kota Tangerang adalah sebagai 

berikut:  

Bagan struktur kecamatan di Kota Tangerang sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 
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C A M A T 

JABATAN  
FUNGSIONAL  

SUB BAGIAN  
UMUM & KEPEGAWAIAN  

SUB BAGIAN  
PERENCANAAN  & 

SEKSI 
TATA 

PEMERINTAHAN  

SEKSI 
KETENTRAMAN  DAN 
KETERTIBAN  UMUM 

SEKSI 
EKONOMI, 

PEMBANGUNAN  

SEKSI 
KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT  

SEKSI 
PELAYANAN  UMUM 

SEKRETARIAT  

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang disajikan pada gambar 1.2 di 

bawah ini : 

Gambar  1.2  
Struktur  Organisasi  Kecamatan  Karawaci  

 

a. Camat  

1) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dalam 

lingkup urusan-urusan pemerintahan, ketenteraman dan 

ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, Pelayanan 

Umum serta Kemasyarakatan dan Kelurahan, sesuai dengan 

visi dan misi Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 

b.  Sekretariat  

1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, dan perencanaan. 

2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 
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Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris Camat 

membawahi dan dibantu oleh: 

a.  Sub Bagian Umum  Dan Kepegawaian  

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum 

dan administrasi kepegawaian. 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Camat. 

b.  Sub Bag ian Perencanaan  Dan Keuangan  

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang 

perencanaan dan administrasi keuangan. 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Camat. 

c. Seksi  Tata Pemerintahan  

1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan 

sebagian tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan 

kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh 

Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam 

lingkup urusan tata pemerintahan. 

2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui 

Sekretaris Camat. 

d.  Seksi  Ketentraman  dan  Ketertiban Umum  

1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 

menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan dalam 

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah 

dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum 
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pemerintahan dalam lingkup urusan ketenteraman dan ketertiban  

umum. 

2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Camat melalui Sekretaris Camat. 

e. Seksi Ekonomi  Pembangunan  

1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas 

menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan dalam 

penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah 

dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum 

pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi pembangunan. 

2) Seksi Ekonomi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui 

Sekretaris Camat. 

f.  Seksi  Pelayanan Umum  

1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan 

sebagian tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan 

kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh 

Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam 

lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan. 

2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui 

Sekretaris Camat. 

g.  Seksi  Kemasyarakan  

1) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian 

tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan kewenangan- 

kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota 

kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup 

Kemasyarakatan. 
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2) Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui 

Sekretaris Camat. 

h.  Jabatan  Fungsional  

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat. 

3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior. 

 
1.3  Struktur  Organisasi  

 

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang ada di 

Kecamatan Karawaci sampai dengan akhir tahun 2022 terdiri atas Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 110 orang, dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) 123 

orang. 

Beberapa jabatan struktural  kosong karena pejabat pemangku 

jabatan yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun. Selain itu 

beberapa jabatan fungsional umum juga belum terisi. Agar kinerja 

organisasi dapat terus berjalan optimal maka beberapa jabatan fungsional 

umum kemudian dipenuhi dengan non PNS. Untuk data selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel : 
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Tabel  1.4  
Rekapitulasi  Pegawai  Kecamatan  Karawaci  Tahun  2022  

 

 
NAMA JABATAN  

 
STATUS JABATAN  

 
KUALIFIKASI  PENDIDIKAN (TERAKHIR)  

GOLONGAN/ 
PENDIDIKAN PELATIHAN  

STRUKTURAL  
PANGKAT  

ISI KOSONG SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1/D4 S2 S3 
Non 
PNS 

I II III IV PIM I 
PIM 

II 
PIM 
III 

PIM 
IV 

STUKTURAL  
                    

CAMAT 1 0 
       

1 
     

1 
  

1 
 

SEKRETARIS CAMAT 1 0 
       

1 
     

1 
  

1 
 

KASI PELAYANAN UMUM 1 0 
      

1 
     

1 
    

1 

KASI TRANTIB 1 0 
      

1 
     

1 
    

1 

KASI TATA PEMERINTAHAN 1 0 
      

1 
     

1 
    

1 

KASI KEMASYARAKATAN 1 0 
      

1 
     

1 
    

1 

KASI EKONOMI PEMBANGUNAN 1 0 
      

1 
     

1 
    

1 

KASUBAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

1 0 
      

1 
     

1 
    

1 

KASUBAG KEUANGAN DAN 
PERENCANAAN 

1 0 
      

1 
     

1 
    

1 

LURAH 16 0 
      

11 5 
    

14 2 
   

16 

SEKRETARIS LURAH 14 2 
      

11 3 
    

14 
    

11 
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NAMA JABATAN  

STATUS JABATAN  KUALIFIKASI  PENDIDIKAN (TERAKHIR)  GOLONGAN/ 
PENDIDIKAN PELATIHAN  

STRUKTURAL  

 

ISI 
 

KOSONG 
 

SD 
 

SLTP 
 

SLTA 
 

D1 
 

D2 
 

D3 
 

S1/D4 
 

S2 
 

S3 
Non 
PNS 

 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

PIM I 
PIM 

II 
PIM 
III 

PIM 
IV 

KASI TATA PEMERINTAHAN 
KELURAHAN 

15 1 
      

14 1 
    

15 
    

10 

KASI KEMASYARAKATAN 
KELURAHAN 

16 0 
      

16 
     

16 
    

11 

KASI EKONOMI PEMBANGUNAN 
KELURAHAN 

14 2 
      

12 2 
    

14 
    

10 

FUNGSIONAL  
                    

BENDAHARA 1 
       

1 
     

1 
     

PENATA LAPORAN KEUANGAN - 
                   

PENGADMINISTRASI KEUANGAN 1 
       

1 
    

1 
      

PENGADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

5 
   

5 
        

5 
      

PENGELOLA KEPEGAWAIAN - 
                   

PENGADMINISTRASI UMUM 12 
   

12 
        

12 
      

PENGELOLA KEAMANAN DAN 
KETERTIBAN 

1 
       

1 
    

1 
      

PENGELOLA LINGKUNGAN 1 
       

1 
     

1 
     

PENGELOLA PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

1 
   

1 
        

1 
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NAMA JABATAN  

STATUS JABATAN  KUALIFIKASI  PENDIDIKAN (TERAKHIR)  GOLONGAN/ 
PENDIDIKAN PELATIHAN  

STRUKTURAL  

 

ISI 
 

KOSONG 
 

SD 
 

SLTP 
 

SLTA 
 

D1 
 

D2 
 

D3 
 

S1/D4 
 

S2 
 

S3 
Non 
PNS 

 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

PIM I 
PIM 

II 
PIM 
III 

PIM 
IV 

 

PENGELOLA PENGENDALIAN, 
MONITORING DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN 

 
- 

                   

PENGOLAH DATA 2 
       

2 
     

2 
     

PENGELOLA SISTEM INFORMASI 
KEPENDUDUKAN 

- 
                   

PENGELOLA KEPEGAWAIAN - 
                   

PENGADMINISTRASI 
PERENCANAAN DAN PROGRAM 

- 
                   

PENGELOLA PEMANFAATAN 
BARANG MILIK DAERAH 

1 
   

1 
        

1 
      

PETUGAS KEAMANAN 1 
   

1 
       

1 
       

Total  110 5 - - 20 - - - 77 13 - - 1 21 84 4 - - 2 65 

PNS 110 5 - - 20 - - - 77 13 - - 1 21 84 4 - - 2 65 

Non PNS 123 - 15 17 66 - - 5 20 - 
- 

- - - - - - - - - 

Jumlah  PNS dan Non PNS 223 5 15 17 86 - - 5 97 13 - - - - - - - - - - 

Sumber : Kecamatan Karawaci , 31 Desember 2022 
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Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, menerangkan mengenai rekapitulasi 

pegawai PNS dan Non PNS di Kantor Kecamatan Karawaci. Karawaci 

merupakan kecamatan yang memiliki 16 Kelurahan dengan jumlah pegawai 

110 orang dan 5 posisi jabatan yang masih kosong dikarenakan ada rotasi, 

promosi pegawai dan mutasi pegawai. Dari 110 orang tersebut, 20 orang  

lulusan SMA, 77 Orang lulusan S1 dan 13 Orang lulusan S2. Sedangkan 

untuk pegawai Non PNS terdiri dari 123 pegawai, dengan klasifikasi 15 

orang SD, 17 orang SMP, 66 orang SMA, 5 orang D3, dan 20 Strata-1. 

Berdasarkan tabel di atas juga, menerangkan jumlah pegawai yang 

telah lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Struktural sebanyak 65 pegawai. 

Dan 45 pegawai yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan struktural atau sebesar 40,9 %. Oleh karena itu, pegawai sangat  

membutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan karir dan  

kedinasannya. 

1.4  Asset  

Jumlah Asset yang digunakan dan yang tidak digunakan 

berdasarkan tahun pengadaan di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang 

adalah sebagai dalam tabel berikut: 

Tabel  1.5  
Asset  Kecamatan  Karawaci  Tahun 2022  

 

 
No 

 
Aset  SKPD 

 
Satuan  

Kondisi  
Tahun  

Perolehan  

 
Nilai  Rupiah  

Baik  Sedang  Rusak  

1 TANAH  Bidang  46   s.d 2022 39.458.286.243 

2 PERALATAN  DAN MESIN unit  1.932 0 0 s.d 2022 9.465.926.328 

 a. Alat Besar unit 0   s.d 2022 - 

 b. Alat Angkutan unit 84   s.d 2022 2.155.321.923 

 c. Alat Bengkel dan Alat Ukur unit 44   s.d 2022 275.484.657 

 d. Alat Pertanian unit 37   s.d 2022 148.911.930 

 e. 
Alat Kantor dan Rumah 
Tangga 

unit 1.342   s.d 2022 5.639.537.704 

 f. 
Alat Studio Komunikasi 
dan Pemancar 

unit 258   s.d 2022 1.243.670.114 

 g. 
Alat Kedokteran dan 
Kesehatan 

unit 1   s.d 2022 3.000.000 
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No 

 
Aset  SKPD 

 
Satuan  

Kondisi  Tahun  
Perolehan  

 
Nilai  Rupiah  

Baik  Sedang  Rusak  

3 GEDUNG DAN BANGUNAN  unit  113   s.d 2022 39.725.081.199 

 a. Bangunan Gedung unit 110   s.d 2022 39.471.487.189 

 
b. Monumen unit 

 
- 

  
s.d 2022 - 

 
c. Bangunan Menara unit 

 
- 

  
s.d 2022 

 
- 

 d. Bangunan Bukan Gedung unit 3   s.d 2022 253.594.009 

4 
JALAN,  IRIGASI DAN 
JEMBATAN  

unit  5.510 
  

s.d 2022 18.076.405.530 

 a. Jalan dan Jembatan unit 125   s.d 2022 7.940.519.250 

 b. Bangunan Air/Irigasi unit 29   s.d 2022 1.966.352.020 

 c. Instalasi unit 16   s.d 2022 7.200.000 

 d. Jaringan unit 5.340   s.d 2022 8.162.334.260 

5 ASET TETAP LAINNYA  unit  107   s.d 2022 141.438.744 

 a. Bahan Perpustakaan unit 37   s.d 2022 132.913.844 

 
b. 

Barang Bercorak Kesenian 
Kebudayaan Olahraga 

unit 70 
  

s.d 2022 8.524.900 

 
c. 

Hewan Ternak dan 
Tumbuhan 

unit 
 

- 
  

s.d 2022 - 

6 
KONSTRUKSI  DALAM  
PENGERJAAN  

unit  - 
  

s.d 2022 - 

 ASET LAINNYA unit -   s.d 2022 - 

 
a. 

Kemitraan Dengan Pihak 
Ketiga 

unit 
 

- 
  

s.d 2022 - 

 
b. 

Aset Tidak Berwujud 
(Software) 

unit - 
  

s.d 2022 71.750.000 

 
c. Aset Lain-lain unit 

 
- 

  
s.d 2022 

 
- 

7 
BELANJA  BARANG  DAN 
JASA  

unit  43 
  

s.d 2022 
 

 
a. 

Belanja Barang Pakai 
Habis 

unit 43 
  

s.d 2022 12.324.800 

Sumber : Kecamatan Karawaci , 31 Desember 2022 

Berdasarkan tabel 1.6 diketahui bahwa jumlah aset yang dimiliki oleh 

Kecamatan Karawaci yang terdiri dari tanah sebanyak 46 bidang dengan 

nilai sebesar Rp 39.458.286.243,00. Peralatan dan Mesin sebanyak 1.932 

unit dengan nilai sebesar Rp. 9.465.926.328,00. Gedung dan Bangunan 

sebanyak 113 unit dengan nilai sebesar Rp. 39.725.081.199,00. Jalan, 

Irigasi Dan Jembatan sebanyak 5.510 dengan nilai sebesar Rp. 



20  

18.076.405.530,00. Dan Aset tetap Lainnya sebanyak 107 unit dengan nilai 

sebesar Rp. 141.438.744,00. Dan belanja barang dan jasa yang habis pakai 

pada akhir tahun 2022 sebanyak 43 unit dengan nilai sebesar Rp. 

12.324.800,00. 

1.5  Landasaan  Hukum  

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap 

tahun sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja dan 

kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya 

terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang selain 

sebagai bahan evaluasi capaian dari rangkaian program yang telah 

dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam 

menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Dasar penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah : 

1. Undang Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II  Tangerang; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

susunan Perangkat Daerah; 

9. Surat Edaran kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja 

Pemerintahan Daerah. 

10. Peraturan Walikota Tangerang No 82 tahun 2016 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata kerja Kecamatan; 

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

pelimpahan sebagian kewenangan walikota Kepada Camat; 

1.6  Sistematika Penyajian  

Pada dasarnya Pelaporan Kinerja ini memberikan penjelasan 

mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Karawaci selama tahun 2022. 

Capaian kinerja (performance results) tahun 2022 tersebut diperbandingkan 

dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2022 sebagai 

tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja 

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya 

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa 

datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Kecamatan Karawaci Tahun 2022, sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Dasar Hukum 

terbentuknya organisasi, Tujuan terbentuknya organisasi, Permasalahan 
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utama (strategy issued ) yang sedang dihadapai organisasi, dan Potensi 

Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, 

Asset, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan LKIP Kecamatan 

Karawaci Tahun 2022; 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA  

Menjelaskan Perencanaan Kinerja Tahun 2022 terdiri  dari Visi dan Misi 

Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Perjanjian 

Kinerja Tahun 2022; 

BAB III  AKUNTABILITAS  KINERJA TAHUN 2022  

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut 

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;  

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi 

kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Analisis penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta 

alternative solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan 

sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 

BAB IV  PENUTUP 

Menampilkan Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Kecamatan 

Karawaci pada tahun 2022 dan rekomendasi yang diperlukan sebagai bahan 

evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya. 

Lampiran-Lampiran 

1) Formulir Rencana startegis Kecamatan Karawaci 

2) Formulir Perjanjian Kinerja Kecamatan Karawaci 

3) Formulir Pengukuran Kinerja 

4) Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA  

 
2.1  PERENCANAAN KINERJA TAHUN  2022  

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana dan 

kegiatan mendatang yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan 

dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh 

anggota organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. 

Perencanaan Strategis yang dibuat oleh Kecamatan Karawaci telah 

mengacu kepada Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Tangerang, 

sehingga telah diupayakan adanya keselarasan dan keterkaitan antara 

keduanya. Dalam hal ini, Kecamatan Karawaci merancang Rencana 

Strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja 

Kecamatan Karawaci. Hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023. 

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara 

formal didefinisikan dalam Rencana Strategis adalah pernyataan visi dan 

misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi 

pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program. 

2.1.1  VISI  DAN MISI KEPALA DAERAH  

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, 

dan secara potensi untuk terwujud  menuju kemana dan apa yang 

diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama 

yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk 

komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, 

antisipasif, inovatif serta produktif. Kare na itu, perumusan pernyataan visi 

perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi 

sehingga semua merasa memiliki visi tersebut. 

 

Visi Kota Tangerang: 

òTerwujudnya Kota  Tangerang  Yang  Sejahtera,  Berakhlakul  
Karimah  dan  Berdaya  Saingò. 
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Sesuai dengan visi Kota Tangerang, maka ditetapkan misi Kota 

Tangerang 2019 - 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan 

visi. Adapun Misi sebagaimana berikut:  

Misi 1  : Bersama mengembangkan kualitas sumberdaya manusia melalui 

peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 

sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

profesional dan berintegritas; 

Misi 2 : Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana 

kota yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan; 

Misi 3 : Bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan 

berkeadilan. 

Tabel  2.1  

Penjelasan  Visi  Kota  Tangerang  Tahun  2019 -2023  

Visi  
Pokok -Pokok  

Visi  
Penjelasan  Visi  

Terwujudnya Kota Terwujudnya Kota Kota Tangerang yang sejahtera diwujudkan dengan 

Tangerang yang Tangerang yang tercapainya taraf kehidupan masyarakat yang baik 
Sejahtera, Sejahtera dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan 
Berakhlakul Karimah  masyarakat yang makmur dan berkeadilan serta 

dan berdaya saing  menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek 
dalam pembangunan. 

 Terwujudnya Kota Kota Tangerang yang berakhlakul kharimah 
 Tangerang yang diwujudkan dengan tercapainya tatanan kehidupan 
 Berakhlakul masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak 
 Karimah mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan 
  antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar 
  manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan 
  etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan 
  bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama 
  secara benar diharapkan dapat mendukung 
  terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, 
  mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta 
  tercukupi   kebutuhan  material   spiritual, sehingga 
  mampu mewujudkan sebuah masyarakat madaniyyah 
  dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan 
  diberkati (baldatun toyibatun warabun ghafur).  

 Terwujudnya Kota Kota Tangerang yang berdaya saing diwujudkan 
 Tangerang yang dengan tercapaianya sumber daya manusia (SDM) 

 Berdaya Saing yang inovatif, kreatif dan kompetitif; perekonomian  
daerah yang inovatif,  kreatif, kompetitif  dan 

  berkeadilan; infrastruktur, fasilitas,  permukiman kota 
  yang inovatif dan kompetitif  dan lingkungan hidup; 
  serta didukung oleh tata kelola pemerintahan dan 
  pelayanan publik yang baik, prima, inovatif, kreatif  
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Visi  
Pokok -Pokok  

Visi  
Penjelasan  Visi  

  dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi 
dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah 

sekitar, nasional maupun internasional. 
 

Penjelasan dari visi diatas, selanjutnya dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

1.  Terwujudnya  Kota  Tangerang  yang  sejahtera  diwujudkan 

dengan tercapainya taraf kehidupan masyarakat yang baik dan 

berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur 

dan berkeadilan serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dan 

objek dalam pembangunan. 

2.  Terwujudnya  Kota  Tangerang  yang  berakhlakul  karimah  

diwujudkan dengan tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang 

memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui 

kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar 

manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan 

pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung 

terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, 

berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan 

material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat 

madaniyyah dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan 

diberkati (baldatun toyibatun  warabun ghafur).  

3.  Terwujudnya Kota Tangerang yang berdaya saing diwujudkan 

dengan tercapaianya sumber daya manusia (SDM) yang inovatif,  

kreatif dan kompetitif; perekonomian daerah yang inovatif, kreatif,  

kompetitif dan berkeadilan; infrastruktur, fasilitas, permukiman kota  

yang inovatif dan kompetitif dan lingkungan hidup; serta didukung  

oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, prima,  

inovatif,  kreatif dan kompetitif  dalam menyongsong era kompetisi 
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dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional 

maupun internasional. 

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan 

langsung Kecamatan Karawaci. Hal ini ditunjukkan melalui:  

a.  Pernyataan  misi ke  1:  

Pada misi ini peran serta Kecamatan Karawaci diantaranya adalah 

Mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan melalui 

peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur; 

Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik; dan Mewujudkan Kualitas 

Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, Evaluasi dan Data/Informasi 

Pembangunan Kecamatan. 

b.  Pernyataan  misi ke  2:  

Pada misi ini peran serta Kecamatan Karawaci adalah meningkatkan 

kualitas infrastruktur dan fasilitas perkotaan ditujukan untuk 

mewujudkan kota layak huni yang nyaman, asri, modern dan berdaya  

saing dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, 

nasional maupun internasional. 

c. Pernyataan  misi ke  3:  

Pada misi ini peran serta Kecamatan Karawaci adalah memajukan 

sektor-sektor ekonomi di wilayah kecamatan yang didukung dengan 

inovasi, kreatifitas dan kemitraan usaha dari seluruh pelaku ekonomi 

masyarakat baik UMKM dan Koperasi maupun usaha besar. 

Diharapkan dengan terumuskannya Visi dan misi Kota Tangerang 

2019-2023, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal  

Kecamatan Karawaci untuk mewujudkannya. Untuk mencapai visi 

sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dalam perencanaan dan 

perjanjian kinerja dan yan g telah tertuang dalam rencana strategis maka 

ditetapkan 5 (lima) misi kecamatan Karawaci, misi tersebut sekaligus 
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Terwujudnya tata kelola  kecamatan  yang  baik.  

merupakan panduan bagi Kecamatan Karawaci untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi pemerintahan. 

2.1.2  TUJUAN,  SASARAN DAN IKU  PERANGKAT DAERAH 

Adapun tujuan, sasaran, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

Kecamatan Karawaci sebagai berikut: 

Adapun sasarannya ialah: 

 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap 

instansi pemerintah perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama (IKU). 

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah  

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah  

yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa 

yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk 

mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core area/  

business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama 

instansi pemerintah. 

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance  

Indicator ) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Kecamatan Karawaci juga telah menetapkan Indikator  Kinerja 

Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi 

secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah 

mengacu pada Renstra Kecamatan Karawaci serta RPJMD Kota Tangerang 

Meningkatnya  pelayanan  kecamatan  dan  kelurahan.  
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tahun 2019-2023. Indikator  kinerja utama Kecamatan Karawaci yang akan 

digunakan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:  

Tabel  2.2  

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  

KECAMATAN KARAWACI  TAHUN  2019 -2023  
 

 
NO 

TUJUAN/  
SASARAN  

INDIKATOR 
KINERJA  
UTAMA  

 
SATUAN  

PENJELASAN/  
FORMULASI  
PENGUKURAN 

 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Tujuan  IKM Point Nilai indeks kepuasan Hasil Survey Camat 

 :Terwujudnya 
Tata Kelola 

Pelayanan 
Kecamatan 

 masyarakat (IKM) 
pelayanan publik hasil 

yang 
dilaksanakan 

Karawaci 

 Kecamatan   penilaian survey oleh Unit  

 Yang Baik   kepuasan masyarakat Pelayanan.  

    (SKM) pelayanan public.   

1.1. Sasaran  : 
Meningkatnya 

Tingkat 
pelayanan 

% Jumlah kegiatan 
pelayanan PATEN tepat 

Jumlah 
Pelayanan yang 

Camat dan 
Kepala Seksi 

 Pelayanan PATEN  waktu dibagi Jumlah menjadi Pelayanan 

 Umum 
Kecamatan 

kecamatan 
dan 

 seluruh pelayanan 
PATEN yang 

kewenangan 
Kecamatan. 

Umum 

 dan Kelurahan kelurahan  seharusnya dilakukan   

  tepat waktu  dikali 100%.   

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, menjelaskan Tujuan, Sasaran dan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karawaci yang telah ditetapkan. 

Hal ini menunjukan bahwa Kecamatan Karawaci akan berupaya untuk 

memberikann pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kecamatan 

Karawaci. 

2.2  PERJANJIAN  KINERJA  TAHUN 2022  

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah 

pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji  untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun  

tertentu  dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan  

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata 

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai 

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 
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aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan 

sanksi. 

Kecamatan Karawaci telah membuat Perjanjian kinerja perubahan 

Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan 

fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Perubahan ini telah mengacu pada 

Renstra Kecamatan Karawaci Tahun 2019-2023. Perjanjian Kinerja 

Perubahan Kecamatan Karawaci Tahun 2022 yang telah ditandatangani 

disajikan pada Tabel 2.3 dibawah ini :  

Tabel  2.3  

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN KARAWACI  

Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui 

Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan 
mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional dan Berintegritas. 

 

No.  Tujuan/sasaran  Indikator  Kinerja  Satuan  Target  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

1 
Terwujudnya Tata kelola 

Kecamatan Yang Baik 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Pelayanan Kecamatan 
Point 87,45 

 
1.1 

Meningkatnya Pelayanan 
Umum Kecamatan dan 
Kelurahan 

Tingkat Pelayanan PATEN 
Kecamatan dan Kelurahan 
Tepat Waktu 

 
% 

 
100 

 
 

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp)  
1 2 3 

1 
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 

3.213.708.000,00 

2 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
40.665.391.119,00 

3 
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

282.014.600,00 

4 
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 
4.400.014.600,00 

5 
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

1.147.182.128,00 

 
Jumlah  49.708.310.447,00  
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BAB III  

AKUNTABILITAS  KINERJA  TAHUN 2022  

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi 

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ 

pemberi amanah. Kecamatan Karawaci Kota Tangerang selaku pengemban 

amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui 

penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yang 

dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ IX/ 618/ 2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat 

pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang 

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana 

Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan Misi dan Visi instansi pemerintah. 

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala 

LAN Nomor 239/IX/618/2004  tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 
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Terwujudnya Tata Kelola  Kecamatan  Yang  Baik.  

Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjajanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian 

Indikator indikator ki nerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran 

atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja 

sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran 

strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran 

strategi dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator 

kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai 

berikut : 

Tabel  3.1  

Predikat Nilai  Capaian  Kinerja  
 

Nomor  Capaian  Kinerja  Kriteria  Penilaian Realisasi  Kinerja  

1 >100 Melebihi/melampaui target 

2 =100 Sesuai target 

3 <100 Tidak Mencapai target 

3.1  TUJUAN 

Tujuan Kinerja Kecamatan Karawaci yaitu :  
 

Tabel 3.2 dibawah ini menyajikan capaian kinerja IKU tahun 2022 

Kecamatan Karawaci dan realisasi tahun sebelumnya Kecamatan Karawaci 

Kota Tangerang. 

Tabel  3.2  

Capaian Kinerja IKU Tahun 2019 -2022  
Kecamatan  Karawaci  

 
 
 

No 

 
 

Tujuan  

 
Indikat  

or  
Kinerja  

 
Sat  

ua  
n 

 
Realisasi  

 
2022  

Target  
Akhir  

Renstra  
(2023)  

2018  2019  2020  2021  Target  Realisasi  %   

 
 

1 

Terwujudn 
ya Tata 
Kelola 

Kecamatan 
Yang Baik 

IKM 

Pelayana 

n 
Kecamat 
an 

 
 

% 

 
 

- 

 
 

83,29 

 
 

87,41 

 
 

79,48 

 
 

87,45 

 
 

85.29 

 
97, 
53 

 
 

87,49 

 

Capaian realisasi kinerja Kecamatan Karawaci Tahun 2022 adalah sebesar 

85,29 dari target 87,45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. 

Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,53 % atau target tercapai 

melebihi target dari yang diperjanjikan.  Pengukuran target kinerja, tentunya harus 



32  

berdasarkan kepada rencana strategis yang sudah di susun dan ditetapkan 

sebelumnya, agar capaian dan realisasi selalu berpedoman kepada Renstra 

Kecamatan Karawaci Tahun 2019-2023. 

3.1.1  Uraian  Pencapaian  Kinerja  IKU  

a. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun  2022  

 
Capaian realisasi kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 85,29 dari target sebesar 87,45 

yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga 

persentase capaian kinerjanya adalah 97,53 % atau target tercapai melebihi 

dari yang diperjanjikan. Dapat dilihat  pada tabel 3.3 berikut : 

Tabel 3.3  

Capaian  IKU  Tahun  2022  
Kecamatan  Karawaci  Kota Tangerang  

 

 
No 

Sasaran  
Strategis  

 
Indikator  Kinerja  

 
Satuan  

2022  %  

Target  Realisasi   

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Tujuan : 
Terwujudnya Tata 

Kelola Kecamatan 
Yang Baik 

 
IKM Pelayanan 
Kecamatan 

 

Point 

 

87,45 

 

85,29 

 

97,53 

 
Data penunjang capaian kinerja Tujuan terwujudnya tata kelola  

Kecamatan yang baik melalui satu indikator IKM Pelayanan Kecamatan pada 

tahun ketiga renstra ini sebagaimana yang diperoleh dari hasil survey yang 

dilakukan oleh Kecamatan Karawaci dan telah dilaporkan kepada Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang adalah sebagaimana tabel 

berikut:  

Tabel  3.4  

Data Pendukung Indeks P elayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat  
Kecamatan  Karawaci  Tahun  2022  

 

NO UNSUR PELAYANAN NILAI  SKOR 

1 Persyaratan 3.29  

2 Prosedur 3.16  

3 Waktu Penyelesaian 3.30  

4 Biaya/Tarif 3.73  

5 Produk layanan 3.41  

6 Kompetensi Pelaksana 3.24  
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NO UNSUR PELAYANAN NILAI  SKOR 

7 Perilaku Pelaksana 3.27  

8 Sarana dan Prasarana 3.45  

9 Penangan Pengaduan 3.84  

Indeks  3,41  

IKM  85,29  

MUTU B 
 

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sudah 

baik dengan nilai IKM 3.41 dan nilai konversi 85,29 dengan mutu B. 

Berdasarkan tabel diatas juga menjelaskan bahwa Unsur yang 

memiliki nilai IKM tertinggi  adalah Sarana  Pengaduan , Biaya,  dan  

Sarana  dan  Prasarana . Untuk unsur Sarana Pengaduan, hal ini 

menunjukkan bahwa pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat mudah 

dilakukan dan ditanggapi dengan sangat baik oleh penyelenggara 

pelayanan publik di Kecamatan Karawaci. Untuk unsur Biaya, hal ini 

menunjukkan masyarakat membayar biaya pelayanan dengan harga yang 

wajar atau bahkan lebih murah dibandingkan dengan pelayanan yang 

diberikan. Sedangkan untuk Sarana dan Prasarana, Hal ini menunjukkan 

bahwa Kecamatan Karawaci sudah memiliki halaman, ruangan, tempat 

duduk, dan fasilitas lainnya yang memadai sehingga masyarakat merasa 

nyaman selama mengikuti prosedur pelayanan. Oleh karena itu, kinerja dari 

ketiga unsur tersebut harus dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan.  

Untuk unsur dengan nilai IKM tiga terendah adalah Sikap Petugas,  

Kompetensi  Petugas,  Prosedur.  Sikap Petugas termasuk dalam kategori 

sangat baik, namun sikap petugas masih dapat ditingkatkan dan 

disempurnakan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan 

masyarakat. Selanjutnya Kompetensi Petugas sudah termasuk dalam 

kategori sangat baik, namun masih diperlukan peningkatan kompetensi 

yang lebih baik lagi sehingga kepuasan masyarakat bisa bertahan atau 

meningkat menjadi lebih baik lagi. Dan berikutnya prosedur sudah termasuk 

dalam kategori baik, namun masih diperlukan peningkatan baik dari segi 
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kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan supaya masyarakat dapat 

merasakan pelayanan yang sangat baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa unsur yang tertinggi yaitu Penanganan 

Pengaduan, ini dikarnakan segala keluhan dan permasalahan masyarakat 

langsung disampaikan kepada kecamatan karawaci, sehingga 

permasalahan yang dimiliki dapat teratasi. Sedangkan unsur yang terendah 

yaitu Prosedur. Ini  dikarenakan masih kurangnya penerapan Prosedur yang 

dilakukan di kecamatan karawaci. Prosedur yang diterapkan dalam 

pelayanan kecamatan karawaci. Oleh karena itu, kecamatan karawaci akan 

terus sosialisasikan prosedur dari pelayanan yang dilakukan oleh pegawai 

kecamatan karawaci. 

b.  Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan  

Tahun -tahun Sebelumnya (2019 sampai dengan 2022)  

Capaian realisasi kinerja Tujuan terwujudnya tata kelola Kecamatan 

yang baik melalui satu indikator IKM Pelayanan Kecamatan adalah sebesar 

85,29 dari target sebesar 87,45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,53 % atau 

target tercapai melebihi target dari yang diperjanjikan, bila dibandingkan  

dengan tahun 2021 (n-1) capaian ini meningkat yaitu sebesar 6,61%.  

melebihi dari target yang diperjanjikan.  Dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel  3.5  

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun Tahun  
sebelumnya  Kecamatan Karawaci  Kota  Tangerang  Tahun 2022  

 

 
No 

Sasaran  

Strategis  

Indikator  

Kinerja  

Utama  

Satu  

an  

Target  Realisasi  

2019  2020  2021  2022  2019  2020  2021  2022  

 

 
1 

Tujuan   : 

Terwujudnya 

Tata Kelola 

Kecamatan 

Yang Baik 

 
IKM 

Pelayanan 

Kecamatan 

 

 
Point 

 

 

 
87,34 

 

 

 
87,38 

 

 

 
87,41 

 

 

 
87,45 

 

 
83,29 

 

 

 
87,41 

 

 

 
79,48 

 

 

 
85.29 
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3.1.2  Upaya yang  Telah  Dilakukan  

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Kecamatan 

Karawaci, dituangkan pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan dengan 

melihat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karawaci dalam menerima 

pelayanan yang dilakukan. Indeks Kepuasan Masyarakat ini pun didukung 

oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Karawaci yang 

dianggarkan. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 

berbasis masyarakat di Wilayah Kecamatan Karawaci. Program, Kegiatan 

dan Sub Kegiatan yang menunjang IKU Kecamatan Karawaci adalah sebagai 

berikut : 

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum Adat; 

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; 

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; 

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum. 

Dari 5 program tersebut, Program Penyelenggaraan Pemerintahan 

Dan Pelayanan Publik adalah program yang mendukung langsung dengan 

pencapaian IKU. Adapun kegiatan pada program tersebut adalah: 

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 

Kecamatan 

Melalui kegiatan ini Kecamatan Karawaci menyelenggarakan Forum 

Konsultasi Publik yang bertujuan untuk menjaring dan mengumpulkan 

masukan masyarakat untuk perbaikan pelayanan di kecamatan dan 

kelurahan. Selain itu, Kecamatan Karawaci juga melaksanakan survey 

kepuasan masyarakat secara mandiri. 

2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan. 

Melalui kegiatan ini, Kecamatan Karawaci melaksanakan pembinaan 

untuk penyelenggaraan kegiatan tingkat kota  seperti MTQ dan Paskibra. 



37  

Kecamatan Karawaci juga melaksanakan kegiatan untuk memeriahkan 

HUT Kota Tangerang. 

Walaupun hanya satu program yang mendukung pencapaian IKU, 

namun ke-4 program lainnyapun turut menjadi pelengkap bagi pencapaian 

IKU, seperti: 

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum Adat; 

Isi dari program ini adalah pemberian stimulan RT/RW. RT/RW 

merupakan lembaga kemasyarakatan yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat sehingga berfungsi sebagai kepanjangan tangan 

pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan- 

kegiatan pemerintah. 

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

Isi dari program ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor beserta sarana dan prasarana guna penunjang pelayanan umum. 

Dengan tersedianya perlengkapan dan peralatan perkantoran serta 

sarana dan prasarana maka pelayanan terhadap masyarakat dapat 

berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; 

Isi dari program ini yaitu pembangunan sarana dan prasarana di 

Kelurahan seperti: jalan lingkungan, drainase dan pemeliharaan 

Penerangan Jalan Umum (PJU). Infrastruktur yang memadai akan dapat 

membantu mewujudkan tata kelola kecamatan yang baik. 

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum. 

Ketentraman dan ketertiban di wilayah merupakan bentuk pelayanan 

yang juga menjadi tanggung jawab Kecamatan. Kecamatan Karawaci 

melakukan monitoring guna menciptakan ketentraman dan ketertiban 

umum 4 kali dalam 1 bulan. 

3.1.3  Permasalahan  yang  Dihadapi  

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dengan survey terhadap 

masyarakat dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang 
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melakukan pelayanan di Kecamatan. Permasalahan yang dihadapi pada 

saat melakukan pelayanan diantaranya: 

1. Kompetensi SDM pegawai kecamatan dan kelurahan kurang optimal 

2. Ketersediaan blanko KTP, KK dan KIA yang terbatas menjadikan 

pelayanan tidak tepat waktu 

3. Penerapan teknologi dalam pelayanan publik belum optimal. 

4. Belum optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana prasarana pelayanan 

umum. 

5. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dikecamatan dan kelurahan 

masih kurang. 

6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah 

pembangunan 

7. Sarana prasarana wilayah yang belum memadai 

8. Kurangnya informasi mengenai kegiatan RT/RW 

9. Belum optimalnya penegakan aturan terhadap pelanggar K3 

10. kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan K3 

 
3.1.4  Solusi Terhadap Permasalahan  

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan 

hambatan dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel  3.7  

Solusi  terhadap permasalahan  
 

No Permasalahan/  Solusi  Permasalahan  

1. Kompetensi SDM Pegawai 
Kecamatan dan kelurahan 

kurang optimal 

Mengusulkan  pelaksanaan 
pelatihan dan bimtek bagi 
pegawai kepada BKPSDM Kota 
Tangerang 

2. Ketersediaan blanko KTP yang 
terbatas menjadikan pelayanan 
tidak tepat waktu  

Mengeluarkan Surat Keterangan 
Sementara KTP 

 

3 

Penerapan teknologi dalam 

pelayanan publik belum 
optimal. 

Melakukan soasialisasi Tangerang 

Live kepada RT RW 

 

4 
Belum optimalnya koordinasi 

pemeliharaan sarana prasarana 
pelayanan umum. 

Memasang informasi  atau 

pengumuman  di media social 
(Instagram Kecamatan Karawaci) 
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No Permasalahan/  Solusi  Permasalahan  
   

 

5 

Optimalisasi pemberdayaan 

masyarakat di kecamatan dan 
kelurahan masih kurang. 

Melakukan pelatihan yang 

menunjang pemberdayaan di 
masyarakat 

 

6 
Kurangnya  partisipasi 

masyarakat dalam  forum 
musyawarah pembangunan 

Mengadakan sosialisasi dengan 

masyarakat agar informasi dapat 
tersampaikan 

 
7 

Sarana prasarana wilayah yang 
belum memadai 

Mengusulkan kegiatan 
pembangunan pada saat forum 
dengan Kecamatan dan Kelurahan 

 
8 

Kurangnya informasi mengenai 

kegiatan RT/RW 

Melibatkan pihak lain  dalam 

penyebaran  informasi kegiatan 
Kecamatan, seperti : Kader 
posyandu, PSM dan PKK 

9 
Belum optimalnya penegakan 

aturan terhadap pelanggar K3 

Melakukan monitoring penegakan 

K3 secara rutin 

10 
Kurangnya sarana dan 
prasarana dalam penegakan K3 

Pengadaan sarana dan prasarana 

 

3.2  SASARAN 

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 

tujuan berupa hasil pembangunan daerah yng diperoleh dari pencapaian 

hasil (outcome ) program perangkat daerah. Kecamatan Karawaci memiliki 

satu sasaran sebagai berikut : 

 

Berikut dijabarkan sasaran Kecamatan Karawaci indikator dan realisasinya 

dari tahun 2019 sampai dengan 2022 pada tabel di bawah ini : 

Tabel  3.8  

Sasaran  Kecamatan  Karawaci  Tahun  2022  
 

 
No 

 
Sasaran  

 

Indikator  

Kinerja  

 

Sat  

uan  

Realisasi  2022  Target  
Akhir  

Renstra  
(2023)  

2018  2019  2020  2021  
Tar  

get  

Realis  

asi  
%  

 
 
 

1 

Meningkatnya 

Pelayanan 
Umum 
Kecamatan 

dan Kelurahan 

Tingkat 

pelayanan 
PATEN 
kecamatan 
dan kelurahan 
tepat waktu 

 
 
 

% 

 
 
 

- 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

Sasaran  : Meningkatnya  pelayanan  kecamatan  dan kelurahan.  
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Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi sasaran Kecamatan Karawaci dari 

tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar 100%. 

3.2.1  Uraian  Pencapaian  Kinerja  

a. Pengukuran  target  dan  capaian  kinerja  tahun  2022  

Pencapaian dalam meningkatkan pelayanan umum kecamatan 

dan kelurahan dengan indikator tingkat pelayanan PATEN kecamatan 

dan kelurahan tepat waktu terlihat bahwa realisasi di tahun 2022 telah 

memenuhi target 100% sama seperti tahun -tahun sebelumnya yaitu di 

tahun 2019, 2020, dan 2021. 

Rata-rata capaian realisasi kinerja Kecamatan Karawaci tahun 

2022 telah memenuhi target 100%. Dapat dilihat pada tabel berikut di  

bawah ini : 

Tabel  3.9  

Target  dan  Realisasi Kinerja  
Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  Tahun  2022  

No Sasaran  Strategis  
Indikator Kinerja  

Utama  
Satuan  Target  Realisasi  

 
%  

 

1.1 

Sasaran  : 
Meningkatnya 

Pelayanan Umum 
Kecamatan dan 
Kelurahan 

Tingkat pelayanan 
PATEN kecamatan 

dan kelurahan tepat 
waktu 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa target dan 

realisasi kinerja Kecamatan Karawaci sudah tercapai dengan realisasi 

100%. 

 

b.  Analisis  Perbandingan realisasi Kinerja  tahun 2022 dengan  

Target  akhir 2023 (terhadap target akhir renstra Kecamatan  

Karawaci  

Rata-rata Capaian realisasi kinerja Sasaran Meningkatnya pelayanan 

umum Kecamatan dan kelurahan melalui satu indikator Tingkat pelayanan 

PATEN Kecamatan dan kelurahan tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 

100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian 

Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % 
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atau target tercapai/sesuai target dari yang diperjanjikan. Dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 3.10  

Membandingkan antara  Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun  

2022 dengan tahun Tahun sebelumnya  Kecamatan Karawaci Kota  
Tangerang  Tahun  2022  

 
No 

Sasaran  

Strategis  

Indikator  

Kinerja  
Utama  

Satu  

an  

Target  Realisasi  

2019  2020  2021  2022  2019  2020  2021  2022  

 

 
1.1 

 
Sasaran  : 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Umum 
Kecamatan 

dan Kelurahan 

Tingkat 
pelayanan 
PATEN 

kecamatan 
dan 
kelurahan 

tepat 
waktu 

 
 
 

% 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa target dan realisasi 

kinerja Kecamatan Karawaci dari tahun 2019 sampai dengan 2022, telah 

tercapai 100% sesuai dengan target yg direncanakan. 

c. Analisis Perbandingan realisasi Kinerja sasaran tahun 2022  

dengan  Target  akhir  2023  (terhadap  target  akhir  renstra  

Kecamatan  Karawaci.  

Rata-rata Capaian realisasi kinerja Sasaran Meningkatnya 

pelayanan umum Kecamatan dan kelurahan melalui satu indikator 

Tingkat pelayanan PATEN Kecamatan dan kelurahan tepat waktu 

adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan 

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian 

kinerjanya adalah 100% atau target tercapai /sesuai target dari yang  

diperjanjikan, bila dibandingkan dengan tahun 2021 (n -1) capaian ini 

sama yaitu sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel  3.11  

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022  
dengan Target Renstra Kecamatan Karawaci Kota Tangerang 2019 - 

2023  
 

 
Tujuan/  

Sasaran/  

Program/  
Kegiatan  

 
 
 

Indikator  

 
 

 
satu  
an  

TARGET KINERJA  DALAM  RENSTRA 2019 -2023  

2019  2020  2021  2022  2023  

T
a

rg
e

t
 

R
e

n
s
tr

a
 

R
e

a
lis

a
s
i

 

IK
U

 

T
a

rg
e

t
 

R
e

n
s
tr

a
 

R
e

a
lis

a
s
i

 

IK
U

 

T
a

rg
e

t
 

R
e

n
s
tr

a
 

R
e

a
lis

a
s
i

 

IK
U

 

T
a

rg
e

t
 

R
e

n
s
tr

a
 

R
e

a
lis

a
s
i

 

IK
U

 

T
a

rg
e

t
 

R
e

n
s
tr

a
 

R
e

a
lis

a
s
i

 

IK
U

 

Sasaran  : 

Meningkat 
nya 
Pelayanan 

Umum 
Kecamatan 
dan 
Kelurahan 

Tingkat 

pelayana 
n PATEN 
kecamata 

n dan 
kelurahan 
tepat 
waktu 

 
 
 

% 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
- 

 

3.2.2  Upaya yang  Telah  Dilakukan  

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, program-program yang 

dilaksanakan oleh kecamatan karawaci tahun 2022 adalah sebagai berikut:  

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  

Kegiatan Penyelengggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 

dan Sub Kegiatan  Fasilitasi  Percepatan  Pencapaian  Standar  

Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp. 16.770.900,00 . 

Anggaran ini digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi 

mengenai aturan, prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam 

mengurus administrasi kependudukan sesuai dengan aturan yang 

berlaku; 

3.2.3  Permasalahan  yang  Dihadapi  

Permasaahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 

1. Kekurangan SDM dalam rangka jangkauan pelayanan KTP Keliling yang 

intensif, 

2. Kurangnya kapasitas bagi pegawai Kecamatan Karawaci untuk prosedur 

dan aturan kependudukan yang berlaku. 
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3.  Pelimpahan wewenang Kepala Daerah kepada Camat untuk 

melaksanakan pelayanan PATEN tidak didukung oleh standar 

operasional dan prosedur yang jelas, terintegrasi, dan seragam 

sehingga terjadi ketimpangan atau kesenjangan kualitas pelayanan 

dengan kecamatan-kecamatan yang lain. 

4. Sumber daya manusia, keterbatasan SDM pelayanan PATEN dalam 

jumlah dan kopetensi membuat pelayanan menuruh secara kualitas dan 

kuantitas. 

5. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung 

pelayanan PATEN. Sarana dan prasarana terbagi menjadi dua jenis. 

Yang pertama sarana yang dapat dipenuhi oleh kecamatan seperti 

komputer, printer, wifi, dan peralatan perekaman E -KTP. Yang kedua 

sarana yang tidak dapat dipenuhi oleh kecamatan berupa blangko E- 

KTP dan kestabilan server aplikasi kependudukan. 

 
3.2.4  Solusi  terhadap  Permasalahan  

Solusi terhadap permasalahan diatas adalah sebagai berikut :  

1. Menambah SDM yang berkompeten dalam rangka pemenuhan 

pelayanan E-KTP Keliling; 

2. Pendidikan dan Pelatihan kepada pegawai seksi pelayanan, agar 

berkompeten dalam rangkap pelayanan E-KTP yang prima. 

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar prosedur operasional (SOP) 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan dengan 

cara monitoring secara berkala oleh atasan langsung pegawai. 

4. Peningkatan kualitas dan kompetensi pelayanan SDM dengan pelatihan 

dan sosialisasi. 

5. Menambah dan mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana 

pelayanan PATEN. Kecamatan Karawaci di tahun 2022 sudah memenuhi 

beberapa kebutuhan pelayanan seperti pengadaan komputer, printer, 

scanner, infocus. Untuk sarana yang hanya dapat dipenuhi oleh 

Kementrian Dalam Negeri, kecamatan melakukan koordinasi melalui 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Untuk 

mengatasi ketidaktersediaan blangko E-KTP, kecamatan menerbitkan 

surat keterangan identitas diri sementara. 

3.2.5  Analisa  Program/Kegiatan  yang  Menunjang  Keberhasilan  

ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

Kecamatan Karawaci yang terdiri  dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 27 

Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.49.708.310.447,00. 

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja 

adalah sebagai berikut: 

1.  Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga 

Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan Kegiatan Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya 

Hukum Adat yang Sama dalam Daerah dan Sub  Kegiatan  

Pemberdayaan Lembaga  Kemasyarakatan yang Bergerak di  

Bidang  Pemberdayaan  Desa  dan  Lembaga  Adat  Tingkat  Daerah  

Kabupaten/Kota  serta  Pemberdayaan  Masyarakat  Hukum  Adat  

yang  Masyarakat  Pelakunya  Hukum  Adat  Rp.  

3.213.708.000,00;  Realisasi sub kegiatan ini sebesar Rp. 

3.213.708.000,00 (100%). Pemberian uang jasa pelayanan RT RW 

sangat membantu Kecamatan Karawaci dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan informasi aturan untuk pengurusan administrasi 

kependudukan. 

2.  Program  Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  Pelayanan  

Publik Kegiatan Penyelengggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 

dan Sub Kegiatan Fasilitasi  Percepatan  Pencapaian  Standar  

Pelayanan Minimal di Wi layah Kecamatan Rp. 16.770.900,00 . 

Sosialisasi dan peningkatan kapasitas RT RW sangat memberikan nilai 
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tambah untuk RT RW dalam melayani masyarakat di wilayah masing- 

masing. 

3.3  Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (mencakup  

keseluruhan IKU & realisasi anggaran)  

Analisa efisiensi keseluruhan IKU dengan Realisasi Anggaran Tahun 

2022 pada Kecamatan Karawaci adalah sebagai berikut: 

Tabel  3.12  

Analisis  Efisiensi  IKU  dan  Realisasi  Anggaran  Kecamatan  Karawaci  2022  

 
No 

 
IKU  

 
Indikator Kinerja  

%  

Capaian  
Kinerja  
(>100)  

%  

Penyerap  
an  

Anggaran  

 
Tingkat  

Efisiensi  

 
1 

Tujuan : Terwujudnya 

Tata Kelola Kecamatan 

Yang Baik 

IKM Pelayanan 

Kecamatan 

 
100% 

 
97,74% 

 
2,26 

 

1.1 
Sasaran : Meningkatnya 

Pelayanan Umum 
Kecamatan dan 
Kelurahan 

Tingkat pelayanan 

PATEN kecamatan 
dan kelurahan tepat 
waktu 

 

100% 

 

100% 

 

- 

 
Berdasarkan Tabel 3.12 Analisis Efisiensi IKU dan Realisasi Anggaran, 

dimana IKU Kecamatan Karawaci ditentukan dengan tujuan kinerja adalah 

terwujudnya tata kelola kecamatan yang baik dan sasaran meningkatnya 

pelayanan umum kecamatan dan kelurahan, hal ini menunjukan bahwa dari satu 

sasaran strategis pada Kecamatan Karawaci, sasaran kinerjanya sudah mencapai 

target,  dengan tingkat efisiensi sebagai berikut : 

1. Pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan 

telah mencapai 100% dengan efisiensi anggaran 0%. Efisiensi anggaran untuk 

mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi di beberapa pos anggaran 

pendukung, koordinasi antar seksi dan sekretariat untuk saling dukung dan 

bantu dalam penyelesaian kegiatan dan sub kegiatan yang berada di 

Kecamatan Karawaci, perencanaan anggaran yang lebih teliti dan terencana, 

serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan. 

2. Realisasi anggaran terhadap pencapaian Indikator  Kinerja Utama (IKU) 

Kecamatan Karawaci dimana 97,74 % dibandingkan dengan capaian kinerja 

100%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh penanggaran yang dilakukan oleh  

Kecamatan Karawaci terealisasi dan terdapat efisiensi 2,26% yang tidak dapat 
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direalisasikan. Dari anggaran Kecamatan Karawaci sebesar 

Rp.49.708.310.447,00 terserap sebesar Rp.48.585.323.099,00. 

3.3.1  Analisis  Efisiensi  

Dari satu tujuan dan satu sasaran strategis di Kecamatan Karawaci, 

sasaran kinerjanya melebihi target yang ditetapkan. Target efisiensi 

sebagai berikut : tujuan terwujudnya tata Kelola kecamatan yang baik  

telah mencapai kinerja sebesar 97,53% dengan efisiensi anggaran 

sebesar 2,26%. Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan diperoleh 

melalui efisiensi di beberapa pos anggaran pendukung, koordinasi antar 

seksi dan sekertariat untuk saling dukung/bantu  dalam penyelesaian 

kegiatan, perencanaan anggaran yang lebih teliti dan terencana serta 

pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan. 

3.3.2  Analisis Program/Kegiat an  

Dari satu tujuan dan satu sasaran strategis Kecamatan Karawaci 

antara capaian tujuan dan sasaran kinerja telah mencapai 97,53% dengan 

capaian anggaran program/kegiatan penunjang capaian tujuan sasaran 

kinerja mencapai 97,74%. Ketercapaian program/kegiatan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran telah mencapai nilai yang sangat baik. Hal 

ini menunjukkan adanya sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan 

program/kegiatan yang didukung dengan optimalisasi pelaksanan melalui 

koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mencapai tujuan dan 

sasaran kinerja Kecamatan Karawaci. 

3.3.3.  Perubahan  Anggaran  untuk  Pencapaian  Kinerja  

Organisasi  

Selain telah terlaksananya program dan kegiatan secara optimal, 

pada beberapa kegiatan juga telah dilakukan efisiensi. Data efisiensi 

anggaran dari pelaksanaan kegiatan SKPD Kecamatan Karawaci Tahun 

2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:  
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Tabel  3.13  

Data efisiensi Anggaran Pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2022  
Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  

No Program/kegiatan  Anggaran  Realisasi  Persentase  

 
1 

Program Penunjang urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 
40.665.391.119,00 

 
39.566.110.611,00 

 
97.30 

 
2 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan 

publik 

 
282.014.600,00 

 
214.689.100,00 

 
76.13 

 
3 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

 
4.400.014.600,00 

 
4.362.929.160,00 

 
99.16 

 
4 

Program Koordinasi 

Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 

 
1.147.1821.28,00 

 
1.129.882.228,00 

 
98.49 

 
 

5 

Program Pemberdayaan 

Lembaga kemasyarakatan 

lembaga adat dan masyarakat 

Hukum adat 

 

 
3.213.708.000,00 

 

 
3.213.708.000,00 

 

 
100.00 

 

Data efisiensi dalam hal ini merupakan data anggaran yang 

tidak/belum dapat dilaksanakan/direalisasikan karena sesuatu sebab baik 

eksternal maupun internal. Selain itu dapat dijelaskan penyebab 

tidak/belum terserapnya anggaran untuk program/kegiatan tersebut. 

Meskipun demikian, karena nilainya cukup kecil maka inefisiensi ini tidak 

mengganggu tingkat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu 

diidentifikasi pada pos anggaran dan kode rekening mana saja yang masih 

rendah capaiannya, untuk dijadikan acuan agar di tahun depan bisa di 

antisipasi tanpa harus menimbulkan biaya yang besar. 

Pada Program /kegiatan sisa anggaran yang dimanfaatkan dengan 

pertimbangan efisiensi dapat dianalisa. Pada Program penunjang urusan 

pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Pengeluaran anggaran didasarkan 

pada kebutuhan riil berjalan tidak berdasarkan anggaran yang tersedia 

walaupun masih memungkinkan untuk terjadinya pengeluaran. Misalnya 
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kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan 

rekening pemakaian dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa 

anggaran. Hal serupa terjadi pada kegiatan yang lainnya antara lain 

pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional. 

Upaya terobosan atau inovasi yang Kecamatan Karawaci lakukan 

dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan adalah : 

1. Melakukan kegiatan pelayanan KTP keliling ke masing-masing Kelurahan 

dan RT RW sehingga masyarakat Kecamatan Karawaci yang sedang sakit 

ataupun tidak bisa ke Kecamatan dapat membuat KTP Elektronik. Hal ini 

menjadikan Kecamatan Karawaci dekat dengan masyarakat dikarenakan 

kebutuhan administrasi berupa KTP El dapat terpenuhi di masyarakat; 

2. Mendirikan gerai UMKM seperti NJ Store yang memajang hasil olahan, 

produk lokal Kelurahan Nusa Jaya, sehingga dapat membantu proses 

perekonomian masyarakat dan membantu segi pemasaran agar produk 

tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Karawaci lainnya; 

3. Membangun kampung-kampung destinasi wisata dan kampung tematik 

yang mengedepankan produk lokal masing-masing wilayah, sehingga 

membangun kampung tersebut lebih baik lagi. 

3.4  Akuntabilitas  Keuangan  

Untuk Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 yang 

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub  kegiatan dalam 

pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  

Tabel  3.14  

Anggaran  dan  Realisasi Belanja Daerah  dalam  Pencapaian  Kinerja Tahun  2022  

Tujuan/  
Sasaran/  
Program/  
Kegiatan  

 
Indikator  

 
satu  
an  

Kinerja  Anggaran  

 
Target  

Realisas  

i  (Point)  

Realis  

asi  
(%)  

 
Pagu  (Rp)  

 
Realisasi  (Rp)  

Realisas  

i  (%)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Terwujudnya 
Tata Kelola 
Kecamatan Yang 

Baik 

 
 

IKM pelayanan 

Kecamatan 

 

 
point 

 

 
87,45 

 

 
85,29 

 

 
97,53 
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Tujuan/  

Sasaran/  
Program/  
Kegiatan  

 

Indikator  

 
satu  

an  

Kinerja  Anggaran  

 
Target  

Realisas  
i  (Point)  

Realis  
asi  

(%)  

 
Pagu  (Rp)  

 
Realisasi  (Rp)  

Realisas  
i  (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Meningkatnya 

Pelayanan 
Kecamatan dan 

Kelurahan 

Tingkat 
pelayanan 

PATEN 
kecamatan dan 
kelurahan 
tepat waktu 

 

 
% 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
49.708.310.447 

 

 
48.585.323.099 

 

 
97.74 

JUMLAH  49.708.310.447  48.585.323.099  97.74  

TOTAL BELANJA DAERAH 49.708.310.447  48.585.323.099  97.74  

 

Anggaran Kecamatan Karawaci yang dilaksanakan pada tahun 2022 

dengan total Rp. 49.708.310.447,00 dengan anggaran yang terserap 

sebesar Rp. 48.585.323.099,00 atau realisasi sebesar 97.74 %. Anggaran 

yang diserap oleh Kecamatan Karawaci yang berbasis kemasyarakatan 

dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ditambah 

beberapa inovasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan Karawaci dalam rangka 

pelayanan di kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Karawaci. 

Untuk yang Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alasan 

tidak terserap karena salah satu faktornya ada beberapa pegawai yang 

pensiun dan pindah unit kerja sehingga menyebabkan kekosongan pada 

posisi tertentu. Sedangkan untuk belanja yang digunakan untuk Kegiatan 

tidak terserap dikarenakan adanya penawaran dari pihak ketiga yang 

merupakan hasil sisa dari kontrak dengan pihak ketiga, biaya real cost yang 

dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan tersebut, serta merupakan upaya 

penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian 

pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra 

Kecamatan Karawaci Kota Tangerang pada tahun 2022 dapat dilihat pada 

tabel berikut:  
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Tabel 3.15  

Realisasi  Anggaran  
Kecamatan  Karawaci  Tahun  2022  

 

NO 

 
PROGRAM/ KEGIATAN /  

SUB KEGIATAN  

 

ALOKASI  
REALISASI  SAMPAI  

DENGAN 
DESEMBER 2021  

 

%  

1 2 3 4 5 

 
TOTAL BELANJA 49.708.310.447,00  48.585.323.099,00  97.74  

 
1. 

Program Pemberdayaan  
Lembaga Kemasyarakatan,  

Lembaga Adat dan  
Masyarakat  Hukum  Adat  

 
3.213.708.000,00  

 
3.213.708.000,00  

 
100.00  

 Kegiatan Pemberdayaan  
Lembaga Kemasyarakatan  

yang Bergerak  di  Bidang  
Pemberdayaan Desa dan  
Lembaga Adat Tingkat  

Daerah Kabupaten/Kota  
serta Pemberdayaan  
Masyarakat Hukum Adat  

yang Masyarakat  
Pelakunya Hukum Adat  
yang Sama  dalam  Daerah  
Kabupaten/Kota  

 
 
 

 
3.213.708.000,00  

 
 
 

 
3.213.708.000,00  

 
 
 

 
100.00  

 Sub Kegiatan Fasilitasi 
Penataan, Pemberdayaan 

dan Pendayagunaan 
Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 
PKK, Posyandu, LPM dan 
Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

 
 
 

3.213.708.000,00 

 
 
 

3.213.708.000,00 

 
 
 

100.00 

     

 
2. 

Program  Penunjang  Urusan  
Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota  

 
40.665.391.119,00  

 
39.566.110.611,00  

 
97.30  

 Kegiatan Perencanaan,  

Penganggaran, dan  
Evaluasi  Kinerja  Perangkat  
Daerah  

 
71.451.500,00  

 
4.751.500,00  

 
6.65  

 Sub Kegiatan Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 
71.451.500,00 

 
4.751.500,00 

 
6.65 

     

 Kegiatan Administrasi  
Keuangan Perangkat  
Daerah  

 
30.656.406.815,00  

 
30.091.301.698,00  

 
98.16  

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN 

30.656.406.815,00 30.091.301.698,00 98.16 

     

 Kegiatan Administrasi  
Kepegawaian  Perangkat  
Daerah  

 
98.960.000,00  

 
98.004.000,00  

 
99.03  
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NO 

 
PROGRAM/ KEGIATAN /  

SUB KEGIATAN  

 

ALOKASI  

REALISASI  SAMPAI  
DENGAN 

DESEMBER 2021  

 

%  

 Sub Kegiatan Pengadaan 

Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

 

98.960.000,00 

 

98.004.000,00 

 

99.03 

     

 Kegiatan Administrasi  

Umum  Perangkat  Daerah  
2.099.658.150,00  1.939.930.660,00  92.39  

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan 
Kantor 

 
63.876.500,00 

 
61.201.600,00 

 
95.81 

 Sub Kegiatan Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

 
616.008.910,00 

 
607.616.610,00 

 
98.64 

 Sub Kegiatan Penyediaan 

Peralatan Rumah Tangga 
458.080.790,00 440.634.700,00 96.19 

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

593.037.200,00 543.552.800,00 91.66 

 Sub Kegiatan Penyediaan 

Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

 

153.851.150,00 

 

129.181.350,00 

 

83.97 

 Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang- 
undangan 

 
74.949.600,00 

 
58.578.600,00 

 
78.16 

 Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

 
139.854.000,00 

 
99.165.000,00 

 
70.91 

     

 Kegiatan Pengadaan  

Barang Milik Daerah  

Penunjang  Urusan  
Pemerintah  Daerah  

 
363.129.200,00  

 
353.631.320,00  

 
97.36  

 
Pengadaan Mebel 363.129.200,00 353.631.320,00 97.36 

     

 Kegiatan Penyediaan Jasa  

Penunjang  Urusan  
Pemerintahan Daerah  

 
5.678.523.454,00  

 
5.574.576.422,00  

 
98.17  

 Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 

619.200.000,00 

 

560.142.220,00 

 

90.46 

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

 
11.872.000,00 

 
11.872.000,00 

 
100.00 

 Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

 

5.047.451.454,00 
 

5.002.562.202,00 
 

99.11 

     

 Kegiatan Pemeliharaan  
Barang Milik Daerah  

1.697.172.000,00  1.601.919.011,00  94.39  
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NO 

 
PROGRAM/ KEGIATAN /  

SUB KEGIATAN  

 

ALOKASI  

REALISASI  SAMPAI  
DENGAN 

DESEMBER 2021  

 

%  

 Penunjang  Urusan  
Pemerintahan Daerah  

   

 Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

 

 
301.765.000,00 

 

 
273.623.000,00 

 

 
90.67 

 Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 

230.395.000,00 

 

172.566.642,00 

 

74.90 

 Sub Kegiatan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

 
132.468.000,00 

 
132.468.000,00 

 
100.00 

 Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

 
763.823.000,00 

 
760.128.769,00 

 
99.52 

 Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Saranan dan Prasarana 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

 

268.721.000,00 

 

263.132.600,00 

 

97.92 

     

 

3 

Program Penyelenggaraan  

Pemerintahan dan  
Pelayanan  Publik  

 

282.014.600,00  

 

214.689.100,00  

 

76.13  

 Kegiatan Koordinasi  

Penyelenggaraan Kegiatan  
Pemerintahan  di Tingkat  
Kecamatan  

 
16.629.400,00  

 
16.329.400,00  

 
98.20  

 Sub Kegiatan Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

 
16.629.400,00 

 
16.329.400,00 

 
98.20 

     

 Kegiatan  

Penyelengggaraan Urusan  

Pemerintahan yang tidak  
Dilaksanakan oleh Unit  
Kerja Perangkat Daerah  
yang  ada di Kecamatan  

 

 
266.888.700,00  

 

 
197.863.200,00  

 

 
74.70  

 Sub Kegiatan Fasilitasi 

Percepatan Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal 
di Wilayah Kecamatan 

 
16.770.900,00 

 
16.770.900,00 

 
100.00 

 Sub Kegiatan Peningkatan 

Efektifitas Pelaksanaan 
Pelayanan kepada 
Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan 

 

248.117.800,00 

 

181.092.300,00 

 

72.99 
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NO 

 
PROGRAM/ KEGIATAN /  

SUB KEGIATAN  

 

ALOKASI  

REALISASI  SAMPAI  
DENGAN 

DESEMBER 2021  

 

%  

     

 Kegiatan Koordinasi  
Pemeliharaan  Prasarana  
dan Sarana Pelayanan  
Umum  

 
496.500,00  

 
496.500,00  

 
100.00  

 Sub Kegiatan 

Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah dan/atau 
Instansi Vertikal yang 
terkait dalam Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Umum 

 

 
496.500,00 

 

 
496.500,00 

 

 
100.00 

     

 
4 

Program Pemberdayaan  
Masyarakat Desa dan  
Kelurahan  

 
4.400.014.600,00  

 
4.362.929.160,00  

 
99.16  

 Kegiatan Pemberdayaan  

Kelurahan  
4.400.014.600,00  4.362.929.160,00  99.16  

 Sub Kegiatan Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 
Kelurahan 

 

202.627.000,00 

 

197.663.100,00 

 

97.55 

 Sub Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan 
4.197.387.600,00 4.165.266.060,00 99.23 

     

 
5 

Program  Koordinasi  
Ketentraman dan  
Ketertiban  Umum  

 
1.147.1821.28,00  

 
1.129.882.228,00  

 
98.49  

 Koordinasi Penerapan dan  

Penegakan Peraturan  
Daerah dan  Peraturan  
Kepala Daerah  

 
1.147.1821.28,00 

 
1.129.882.228,00 

 
98.49 

 Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

 

 
1.147.1821.28,00 

 

 
1.129.882.228,00 

 

 
98.49 

 

Penjelasan terkait Realisasi Anggaran kegiatan tahun 2022 adalah sebagai 

berikut:  

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga  

Adat  dan  Masyarakat  Hukum  Adat,  dengan Kegiatan 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 
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Masyarakat Pelakunya Hukum Adat dan  Sub  Kegiatan  

Pemberdayaan Lembaga  Kemasyarakatan yang Bergerak di  

Bidang  Pemberdayaan  Desa  dan  Lembaga  Adat  Tingkat  Daerah  

Kabupaten/Kota  serta  Pemberdayaan  Masyarakat  Hukum  Adat  

yang  Masyarakat  Pelakunya  Hukum  Adat  dengan jumlah 

anggaran Rp. 3.213.708.000,00. Terserap Rp. 3.213.708.000,00  

(100.00%).  Anggaran ini dipergunakan dalam rangka pemberian 

uang jasa kemasyarakatan bagi 539 RT dan 128 RW se-Kecamatan 

Karawaci. Dan anggaran terserap 100% .  

2. Program  Penunjang  Urusan  Pemerintahan  Daerah  

Kabupaten/Kota  dengan Jumlah Anggaran Rp. 

40.665.391.119,00  dan Anggaran yang terserap Rp. 

39.566.110.611,00 (97.30%) dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan 

yang terdiri dari :  

1)  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah dan Sub Ke giatan Penyusunan Dokumen  

Perencanaan Perangkat Daerah dengan Jumlah Anggaran Rp.  

71.451.500,00  dan Anggaran Terserap Rp.  4.751.500,00  (6.65  

%).  Anggaran ini dipergunakan untuk fasilitasi Kegiatan 

Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dikarenakan pada 

Tahun 2022 masih terdapat kondisi Pandemic Covid-19, sehingga 

Kegiatan dilaksanakan melalui Virtual Online (Zoom Meeting) di 

masing-masing Kelurahan. 

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Sub  

Kegiatan  Penyediaan  Gaji  dan  Tunjangan  ASN dengan 

Jumlah Anggaran Rp. 30.656.406.815,00 dan Anggaran yang 

Terserap Rp.  30.091.301.698,00  (90.14  %).  Anggaran ini 

dipergunakan dalam rangka Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

kepada ASN di Lingkup Kecamatan Karawaci sebanyak 111 

Pegawai. Dan anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya 
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pegawai yang Pensiun dan Pindah Alih Tugas sehingga tidak 

terpakai. 

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 

jumlah anggaran Rp.  98.960.000,00  dengan anggaran yang 

terserap Rp. 98.004.000,00 (99.03%). Anggaran ini digunakan 

untuk kegiatan pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kecamatan 

karawaci. Sisanya merupakan hasil dari proses HPS, Penawaran dan 

Negosiasi Pihak Penyedia. 

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Jumlah 

Anggaran Rp. 2.099.658.150,00 dan Anggaran yang terserap 

Rp. 1.939.930.660,00 (92.39%)  yang terdiri dari :  

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /  

Penerangan Bangunan Kantor dengan Jumlah Anggaran 

Rp.  63.876.500,00  dan Anggaran yang terserap Rp.  

61.201.600,00 (95.81 %). Anggaran ini digunakan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan alat listrik penunjang pegawai di 

Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan. 12 Jenis Alat Listrik 

Kecamatan dan 7 Jenis Alat Listrik Kelurahan. Anggaran yang 

tidak terserap merupakan sisa hasil kontrak pengadaan dengan 

Pihak Ketiga. 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  

Kantor dengan Jumlah Anggaran Rp. 616.008.910,00 Dan 

Anggaran yang terserap Rp. 607.616.610,00 (98.64 %).  

Anggaran ini digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

alat tulis kantor di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan 

sebanyak 34 Jenis. Anggaran yang tidak terserap merupakan 

sisa hasil kontrak pengadaan dengan Pihak Ketiga. 

c) Sub Kegiatan  Penyediaan  Peralatan  Rumah  Tangga  

dengan Jumlah Anggaran Rp.  458.080.790,00.  dan 

Anggaran yang terserap Rp. 440.634.700,00 (96.19%).  

Anggaran ini dipergunakan dalam rangka pemenuhan 
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kebutuhan peralatan kebersihan dan pencegahan Virus Covid- 

19 di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 29 Jenis. 

Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa hasil kontrak 

pengadaan dengan Pihak Ketiga. 

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan 

Jumlah Anggaran Rp. 593.037.200,00. Dan Anggaran yang 

terserap Rp.  543.552.800,00  (91.66%).  Anggaran ini 

dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Makanan 

dan Minuman dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 3 jenis. Anggaran yang 

tidak terserap merupak sisa kontrak dari pengadaan Pihak 

Ketiga. 

e) Sub Kegiatan  Penye diaan  Barang  Cetakan  dan  

Penggandaan  dengan Jumlah Anggaran Rp.  

153.851.150,00.  Dan Anggaran yang terserap Rp. 

129.181.350,00  (83.97%).  Anggaran ini dipergunakan 

dalam rangka pemenuhan bahan cetakan dan penggandaan 

laporan-laporan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan 

Kelurahan sebanyak 15 jenis. Anggaran yang tidak terserap 

merupakan hasil sisa kontrak pengadaan Pihak Ketiga. 

f)  Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan  

Perundang -Undangan  dengan Jumlah Anggaran Rp.  

74.949.600,00.  Dan Anggaran yang terserap Rp. 

58.578.600,00  (78.16%).  Anggaran ini dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan bahan bacaan di Lingkungan 

Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 3 jenis. Anggaran yang 

tidak terserap merupak real cost dari pembelanjaan kegiatan 

ini. 

g)  Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  

Konsultasi  SKPD dengan Jumlah Anggaran Rp.  

139.854.000,00.  Dan Anggaran yang terserap Rp. 
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99.165.000,00  (99.88%).  Anggaran ini dipergunakan dalam 

rangka kebutuhan SKPD dalam rapat koordinasi dan konsultasi 

di Luar Daerah. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa 

dari kegiatan ini. 

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp. 

363.219.200,00  dan Anggaran yang terserap Rp. 

353.63 1.320,00  (97.36%).  Yang merupakan sisa dari hasil 

pengadaan barang-barang mebel yang dibelanjakan oleh 

Kecamatan Karawaci. 

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

dengan Jumlah Anggaran Rp. 5.678.523.454,00 dan Anggaran 

yang terserap Rp.  5.574.576.422,00  (98.17%)  yang terdiri  dari 

: 

a) Sub Kegiatan  Penyediaan  Jasa Komunikasi,  Sumber  

Daya  Air  dan  Listrik  dengan Jumlah Anggaran Rp.  

619.200.000,00.  Dan Anggaran yang terserap Rp 

560.142.220,00  (90.46%).  Anggaran ini dipergunakan 

dalam rangka pembayaran tagihan listrik, air, telepon dan 

internet di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran 

yang tidak terserap merupakan sisa real cost pembayaran 

tagihan tersebut. 

b) Sub Kegiatan  Penyediaan  Jasa Peralatan  dan  

Perlengkapan  Kantor  dengan Jumlah Anggaran Rp. 

11.872.000,00.  Dan Anggaran yang terserap Rp. 

11.872.000,00  (100.00  %).  Anggaran ini dipergunakan 

untuk kebutuhan sewa pada saat kegiatan yang dilaksanakan 

oleh SKPD. 

c)  Sub Kegiatan  Penyediaan  Jasa Pelayanan  Umum  Kantor  

dengan jumlah Anggaran Rp.  5.047.451.454,00  dan 

Anggaran yang terserap Rp.  5.002.562.202,00  (99.11%).  
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Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran honor bagi 

Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Kecamatan dan 

Kelurahan. Adapun anggaran yang tidak terserap merupakan 

sisa dari pengembalian honor THL yang tidak dibayarkan 

dikarenakan THL tidak masuk kerja. 

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Rp. 1.697.172.000,00  yang terdiri dari :  

a) Sub Kegiatan  Penyediaan  Jasa Pemelih araan,  Biaya  

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas  

atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan jumlah anggaran 

Rp.  301.765.000,00.  Anggaran yang terserap Rp. 

273.623.000,00 (90.67%). Anggaran yang tidak terserap 

merupakan real  cost  belanja bahan bakar, pelumas dan servis 

kendaraan dinas. Anggaran ini dipergunakan untuk 

pembelanjaan BBM, pelumas dan servis dari kendaraan dinas 

yang dimiliki oleh Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 52 unit 

motor dan 2 unit  mobil. 

b) Sub Kegiatan  Penyediaan  Jasa Pemeliharaan,  Biaya  

Pemeliharaan,  Pajak  dan  Perizinan  Kendaraan  Dinas  

Operasional atau Lapangan dengan jumlah anggaran Rp.  

230.395.000,00.  Anggaran yang terserap Rp. 

172.566.642,00 (74.90%). Anggaran yang tidak terserap 

merupakan real  cost  belanja bahan bakar, pelumas dan servis 

kendaraan dinas. Anggaran ini dipergunakan untuk 

pembelanjaan BBM, pelumas dan servis dari kendaraan dinas 

yang dimiliki oleh Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 16 unit 

motor, 2 unit  bentor dan 3 unit mobil  

c) Sub Kegiatan  Pemeliharaan  Peralatan  dan  Mesin  

Lainnya  dengan jumlah anggaran Rp.  132.468.000,00.  

Anggaran yang terserap Rp. 132.468.000,00 (100.00%).  

Anggaran yang terserap untuk pemeliharaan peralatan dan 
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mesin di Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri  dari AC, 

Komputer, Printer, CCTV, dan Sound System. 

d) Sub Kegiatan  Pemeliharaan/Rehabilitasi  Gedung  

Kantor dan Bangunan Lainnya dengan jumlah anggaran 

Rp.  763.823.000,00.  Anggaran yang terserap Rp. 

760.128.769,00 (99.52%). Anggaran yang tidak terserap 

merupakan sisa hasil HPS yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen dan hasil dari kontrak pengadaan dengan Pihak 

Ketiga. Anggaran ini dipergunakan untuk pemeliharaan Gedung 

kecamatan, musholla dan rehabilitasi gedung. 

e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan  

Prasarana  Gedung  Kantor  dan  Bangunan  Lainnya  

dengan jumlah anggaran Rp.  268.721.000,00.  Anggaran 

yang terserap Rp. 263.132.600,00  (97.92%). Anggaran 

yang tidak terserap merupakan hasil sisa HPS yang dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen. Anggaran ini dipergunakan untuk 

pemeliharaan taman dari Kantor Kecamatan Karawaci dan 

pembangunan kanopi parkir di Kecamatan Karawaci. 

3. Program  Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  Pelayanan  

Publik dengan jumlah anggaran Rp. 282.014.600,00 yang terdiri 

dari :  

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan dengan Sub  Kegiatan  Peningkatan  

Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  

dengan jumlah anggaran Rp. 16.629.400,00. Anggaran yang 

terserap Rp. 16.329.400,00 (98.20 %). Anggaran yang tidak 

terserap merupakan peserta sosialisasi yang tidak dapat menghadiri 

kegiatan tersebut. 

2) Kegiatan Penyelengggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di 
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Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp. 264.888.700,00 yang 

terdiri dari :  

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar  

Pelayanan  Minimal  di  Wilayah  Kecamatan  dengan jumlah 

anggaran Rp. 16.770.900,00. Anggaran yang terserap Rp. 

16.770.900,00 (100.00 %). Anggaran direalisasikan oleh 

PPTK Kecamatan Karawaci. Dan digunakan untuk memberikan 

sosialisasi pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan 

Kelurahan kepada masyarakat melalui banner di tengah kondisi 

pandemic  Covid -19 . 

b) Sub Kegiatan  Peningkatan  Efektifitas  Pelaksanaan  

Pelayanan  kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  

dengan jumlah anggaran Rp.  248.117.800,00.  Anggaran 

yang terserap Rp. 181.092.300,00 (72.99 %). Anggaran 

yang tidak terserap merupakan anggaran yang tidak dipakai 

pada kegiatan MTQ dan Paskibra tingkat Kecamatan Karawaci. 

Serta sisa hasil pengadaan dari pakaian MTQ dan Paskibra. 

3) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 

Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan  Koordinasi/Sinergi  

dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal  

yang  terkait  dalam  Pemeliharaan  Sarana  dan  Prasarana  

Pelayanan  Umum  dengan jumlah anggaran Rp.  

496.500,00.  Anggaran yang terserap Rp.  496.500,00  

(100.00 %). Anggaran terealisasi dan dipergunakan untuk 

kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK dalam rangka 

menunjang kegiatan Geospasial Tingkat Kecamatan Karawci. 

4.  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan  Kelurahan  

dengan jumlah anggaran Rp.  4.400.014.600,00 yang terdiri dari  : 

1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rp.  4.400.014.600,00  yang 

terdiri dari :  
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a) Sub Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  

Kelurahan dengan jumlah anggaran Rp. 202.627.000,00.  

Anggaran terserap Rp.  197.663.100,00  (99.16  %).  

Anggaran ini dipergunakan untuk pemenuhan pengadaan 

peralatan PJU Kampung Terang yang berada di Kelurahan 

masing-masing. Dan pemeliharaan jalan lingkungan di masing- 

masing RW yang dilaksanakan oleh pihak Kelompok Masyarakat 

di Kelurahan. Anggaran yang tidak diserap yang merupakan 

sisa kontrak pengadaan peralatan PJU dengan pihak ketiga. 

b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  

dengan jumlah anggaran Rp. 4.197.387.600,00. Anggaran 

yang terserap Rp. 4.165.266.060,00 (99.23%). Anggaran 

digunakan untuk pembayaran uang jasa kemasyarakatan 

sebanyak 444 Guru Ngaji, 114 Amil Pengurusan Jenazah, 88 

Marbot Masjid, 47 Guru Ngaji MDT, dan 135 Posyandu. 

5.  Program  Koordinasi   Ketentraman   dan   Ketertiban   Umum  

dengan jumlah anggaran Rp.  1.147.182.128,00 yang terdiri dari  : 

1) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dengan jumlah anggaran Rp.  

1.147.182.128,00.  Anggaran yang diserap Rp.  

1.129.882.228,00 (98.4 5 %). Anggaran ini digunakan untuk 

kegiatan Tramtib Kecamatan dalam rangka kegiatan menjaga 

ketentraman dan ketertiban di wilayah hukum Kecamatan 

Karawaci. Anggaran ini juga digunakan untuk membayar honor 

untuk THL tramtib di Kecamatan Karawaci. 
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Grafik  3.1.  

Grafik Realisasi Anggaran per Triwulan  
Kecamatan  Karawaci Tahun  2022  

 

Grafik  3.2  

Grafik Pola Penyerapan Anggaran  

Kecamatan  Karawaci  Tahun  2022  

 
3.4.1     Upaya  Mengatasi  Kendala Penyerapan  Anggaran  

Adapun upaya Kecamatan Karawaci mengatasi penyerapan 

anggaran kegiatan yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan memberikan pengaruh 

besar kepada kenyamanan masyarakat dalam melakukan pengurusan 

dokumen-dokumen kependudukan. Melakukan sosialiasi kepada 

masyarakat, dan on the spot dalam melakukan perekaman e-KTP kepada 

masyarakat, melakukan perubahan ruangan pelayanan agar masyarakat 

merasakan kenyamanan di Kantor Kecamatan Karawaci. Anggaran 

Kecamatan Karawaci yang bersinggungan langsung dengan masyarakat 

tersebut akan dimaksimalkan hasilnya untuk masyarakat Kecamatan 

Karawaci. 
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4.1  SIMPULAN  

BAB IV  

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Karawaci 

Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good  Governance ) dari 

Kecamatan Karawaci dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah 

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip- 

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,  

kesetaraan, efektif  dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan 

yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya 

kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. 

Pada tujuan dan sasaran pada IKU Kecamatan Karawaci tahun 

2022 adalah terwujudnya tata kelola kecamatan yang baik dan sasaran 

meningkatnya pelayanan umum kecamatan dan kelurahan. Serta indikator 

kinerjanya yaitu IKM pelayanan kecamatan dan tingkat pelayanan PATEN 

kecamatan dan kelurahan tepat waktu. Hal ini memberikan kepada 

kecamatan karawaci untuk menganggarkan program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang menunjang tersebut. 

Selama tahun 2022 masih ditemui berbagai permasalahan dan 

kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti masih kurangnya 

sosialisasi/ penyuluhan peraturan daerah Kota Tangerang tentang 

Administrasi kependudukan; terlambatnya pendistribusian Kartu keluarga 

dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikarenakan stok blangko KTP dari 




